
BI'PATI PT'RWORF.'O
PROVII| SI JAWA TENG/III

PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NoMoR 62 l1cutr 2!21

Menimbang

Mengingat

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KER.-,A
INSPEKIORAT KABUPATEN PURWORE.'O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MATIA ESA

BUPATI PURWORE.'O,

bahwa untuk melaksanakan keteutuan Pasal 10
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun
2O2L tent,.n:g Pembentukan dan Susunaa Perangkat
Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkar
Peraturan Bupati tentang Kedudukaa, Suaunan
Organisasi, Ttrgas dan F\rngsi, serta Tata Kerja
I nspektorat Kabupaten hrrworejo;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentarg
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indoneeia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahal DaeraI (kmbaran Negara Re publik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
[,embaraa Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang Cipta Kerja (kmbarar Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (l€mbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
l,embaran Negara Republil Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentan8 Perangkat Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifrkasi, Kodehkasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuargan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2021 tentarg Pemb€ntukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (l€mbaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4,
Tambahal Iembaraa Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KER.IA INSPEKTORAT KABUPATEN
PURWORE.'O.

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratural Bupati ini yang dima-ksud dengan
l. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraal Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalarn sistem dan prinsip
Nega-ra Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negfia Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksalaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangal Daerah otonom.4. Bupati adalal Bupati Purworejo.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten purworejo.
6. Kepala lnspektorat, yang selanjutnya disebut Inspektur, adalah

Inspektur Kabupaten Purworejo.
7. Sekretariat adalah sekretariat pada Inspektorat Kabupaten

Purworejo.
8. Sekretaris Inspektorat yarlg selanjutnya disebut Sekretaris. adalah

Sekretaris lnspeklorat Kabupaten purworejo.
9. Inspeli.tur Pembantu adalah Inspektur pembantu pada InsDektorat.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada'lnspektorat.
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I 1. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengal petjanjian kerja yang beke{a pada
instansi pemerintah.

12. Jabatan F\ngsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut
Jabatan Fungsiona.l, ada.lah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatar Fungsional pada Instansi Pemerintah.

14. Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan adalah
Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan
Jabatan Fungsional Auditor.

15. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerinta-hal di
Daerah, yarrg selanjutnya disebut Pengawas Pemerintalan, adalah
jabatan fungsional yang mempunyai rualg lingkup, tugas,
tanggung jawab, dal wewenang untuk melakukan kegiatan
pengawasarn atas penyelenggaraan teknis urusan pernerinta-han di
daeral, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

16, Jabatan F\urgsiona.l Auditor adalah jabatan yang mempunyai rualg
lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenarg untuk melakukan
pengawasan intem pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau
pihak lain yartg didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai
dengan peraturan perundalg-undangan, yang diduduki oleh
Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan
secara penuh oleh p€jabat yang berwena-ng.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagiarr Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Inspektorat merupak n unsur pengawas
Pemerintahan Daerah darr bertanggung jawab
melalui Sekretaris Daerah l(abupaten Purworejo.

(2) Inspetdorat dipimpin oleh Inspektur.

penyelenggaraan
kepada Bupati

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan
mengawasi pelaksanakal Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan oleh perangLt Daerah
serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai peraturar-F,erundang_
undangan yarrg berlsku.
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Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksalakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan darl fasilitasi

pengawasan;
b. pelal(sanaal pengawasan intemal terhadap kineia dan keuangan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dar kegiatal
pengawasan Lainnya;

c. pelaksanaal pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
dari Bupati dan atau Gubernur sebagai Wakit Pemerintah Pusat;

d. peLaksanaan pendampingan dan asistensi;
e. penlrusunar laporal hasil pengawasan;
f. pelaksaraan koordinasi pencegahan tindal pidana korupsi;
g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birot<rasi;
h. pelaksanaan administrasi Inspektorat;dan
i. pelaksaaaan fungsi lain yang diberikan oteh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas
Inspektur;
Sekre tariat;
Inspektur Pembantu I;
Inspektur Pembantu II;
Inspektur Pembantu III;
Inspektur Pembantu IV;
Inspektur Pembantu V;da-n
Jabatar Fungsional.

a.
b.

d.
e,
f.
e.
h.

(2) Bagan orgalisasi Inspektorat adalah sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalan lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Bagial Kedua
Inspektur

pasal 6

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam pasat 5 Ayat (1) huruf a
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tuRas dan fringsi lnsDektorat
sebagaimana dimaksud da.lam Pasa.l 3 dan pasal 4.
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Bagian Ketiga
Selcetariat

Pasal 7

(1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Inspektur,

(2) Sekretariat Inspeldorat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan pemmusan
kebljal<an teknis dan mengoordinasikal penyelenggaraan tugas
Inspektur Pembantu secara terpadu, melayani dan mengendalikan
administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta
umum, kepegawaian dar keuangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretariat menyelenggarakar fungsi:
a. pengoordinasian perumusan perencanaan dan evaluasi kinerja

perangkat daerah;
b. pengoordinasial penyelenggaraan pengawasan internal;
c. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan dengan tujualr

tertentu;
d. pengoordinasian penrmusan kebtakan teknis di bidang

pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
e. pengoordinasian pelaksalaan pendampingan dan asistensi;
f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaal adminisbasi umum;
g. pengoordinasian pelaksanaan pengadaal barang milik daeral;
h. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusar pemerintah

daerah;
i. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang

urusan pemeri nta}lan daerah;
j. pengoordinasial administrasi barang milik daerah pada perangkat

daerah;
k. pengoordinasian pela-ksanaan pengelolaan adminisbasi

kepegawaian;
l. pengoordinasian petaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
m. pengoordinasian p€rumusan pen)rusunan peraturan perundang-

undangan serta pengelolaal dokumentasi hukum;dan
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Selcetariat sebagaimana dimaksud datam
Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
a. Subbagian Perencaraan;
b, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;dan
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c. Subbagian Umum, Kepegawaiar dan Keuangan

(2) Subbagian sebagaimara dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepa.ta Subbagian ya-ng berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris,

Pasal 1l

Subbagian perencan.ran mempunyai tugas menyiapkan baha::
perumusan dan meLaksanakan kebijakan teknis, melayani dan
mengendalikan administrasi di bidang perencanaan meliputi :

a. menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dar evaluasi kinerja
b. menyr.tsur perjanjian kineqa;
c. melalsanakan koordinasi dan me nyele nggarakal pengawasan

dengan tujuar tertentu;
d. melaksalalan koordinasi dal merumuskan kebljakaa teknis di

bidalg pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
e. melaksanakan koordinasi, pendampingan darl asistensi;
f. melaksanakal koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi

pencegahan dan pemberantasal korupsi;
g. melaksanakan koordinasi, pEnJ rsunan peraturan perundang-

undangal serta pengelolaan dokumentasi hukum;dan
h. melalsanakan tugas tain yartg diberikan oleh Sekretaris sesuai

dongan tugas jabatarnya.

Pasa.l 12

Subbagian evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas menyiapkan
balan perrrmusan dan melaksarrakan kebijakan teknis, melayani dan
mengendalikan administrasi di bidang evaluasi dan pelaporan,
meliputi:
a. menyiapkan ba.l.an penyusunaa, penghimpunan, pengolahan,

eva.luasi, inventarisasi dan penyimpanan laporan hasil pengawasan
b. melaksanakan inventarisasi tindak larjut hasil pengawasan;
c, men5nrsun laporan kegiatal pengawasan;
d. menlrusun statistik hasil pengawasan;
e. mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian serta analisis

peLaporan;
f. meLaksa.rlakan koordinasi penyelenggaraan pengawasal intemal;
g. melal<sanakan koordinasi monitoring dan evaluasi tindak larjut

hasil pemeriksaal BPK RI dan tindak laajut hasil pemeriksaan
APIP;dan

h, melaksanakan tugas lain yalg diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas jabatannya.

Pasal 13

Subbagian umum, kepegawaian dan keuangan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan me laksalakan kebi.1-akin tetiis,
melayali dan mengenda.likan administrasi di bidang umum,
kepegawaian, dan keuangan, meliputi :a. menyolenggarakan administrasi barang milik daerah;
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b. menyelenggarakan administrasi umurn;
c. menyelenggarakan pengadaal barang milik daerah;
d. menyediakan jasa;
e. menyelenggarakan pemeliharaal barang m.ilik daerah;
f. menyelenggarakal administrasi kepegawaian;
g. menyelenggarakal administrasi keuangan;daa
h. melaksarakan tugas lain yalg diberikar oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat
Inspektur Pembartu

Pasal 14

lnspektur Pembantu l, II, III, Iv, dan V berkedudukar di bawah dan
bertalggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 15

(U Inspektur Pembaltu I mempunyai tugas:
a. melaksanakan pembinaan dan peogawasan terhadap

pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan T\rgas Pembantual oleh Peralgkat Daerah serta
pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan
peraturan pemndang-undanga-n, meliputi urusan pendidikan,
kepemudaan dan otrahraga, pariwisata, kebudayaan, komunikasi
dan informatika, statistik, persandial, perpustal<aan, kearsipan,
perencan€uln, penelitial dan pengembangan;

b. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan kinerja pemerintah
daerah;dan

c. mengoordinasikan pelaksaaaan kerjasama pengawasarr intemal.

(2) Inspekhrr Pembantu II mempulyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tcrhadap
pelaksanakan Urusan Pemerinta-han yang menjadi kewenangan
DaeraI darl T\rgas Pembaatuan oleh Perangkat Daerah serta
pembinaan darl pengawasan lainnya sesuai ketentuan
peratura-n peruldang-undalgal, meliputi trusan kesehatan,
sosial, pemberdayaan perempuan dan pertindungan anak,
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, prngendalian
penduduk dan keluarga b,erenc€ra, pemberdayaan masyarakat
dan desa, keuangan, dan penyelenggara fungsi pelayanan
administrasi da-n pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi
Dewan Perwakil,an Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dan tugas
fEmbantuan oleh Perangkat Dae.ah;

b. mengoordinasikan pelaksaraan rwiu Laporan keuangan;dan
c. mongoordinasikan pelaksanaa-n pengawasan desa.
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(3) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas:
a. mel,aksarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanasn

Urusal Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
T\-rgas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan darr
p€ngawasan lainnya sesuai ketentuar peraturan perundang-
undangan, meliputi urusan ketentraman darr ketertiba-n umum
serta perlindungan masyarakat, suburusan ketentraman dan
ketertiban umum dan suburusan kebakaran, penananEn modd,
unit peLayanan terpadu, koperasi, usaha milao, kecil, dan
menengah, perindustrian, perdagangan, energi dal sumber daya
mineral, tenaga keda, transmigrasi, dan penyelenggara fungsi
menyusun kebijalan dan pengokordinasian administratif terhadap
melaksanakan tugas Perdngkat Daerah serta pelayanan
administratif;

b. mengoordinasikan pelaksanaan rwiu l,aporan kineda;dan
c. mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan dan asistensi

urusan Pemerintah daerah.

(4) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas :

a. mel,aksanakan pembinaa-n dan pengawasan terhadap pelaksanaaD
Urusan Pemerintahar yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Pembantuan oleh Peraagkat Daerah serta pembinaan dan
pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundalg-
undangan, meliputi urusan rakyat darl kawasan
permukiman, pertanahan, pekerjaan umum dan penataan ruang,
perhubungal'I, tingkungar hidup, pangan, kehutanan, pertarfan,
kelautan dan perikanan, kepegawaian, pendidikan dan
latihan;darr

b. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan keualgan
pemerintah daerah.

(5) Inspeldrr Fembantu V mempunyai tugas :

a. melaksanal<an pembinaan dan pengawasan untuk tujuan
tertentu;

b. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
c. mel,aksanakan pengawasan, pendampingan, asistensi, verifrkasi

dan penilaian pelaksanaan program reformasi btolsasi;
d. melaksanakan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah;
e. melaksa.nal<an pendampingan, asistensi dan verifrkasi penegakan

integritas;
f. melaksanakal kerjasama dengan aparat penegak hukum;dang. mel,aksanakan pembinaan dan pengawasan taimya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangal.

Pasal 16

Dalam melaksala-kan tugas sehogaimana dimaksud dalam pasa.t 15,
Inspelirtur Pembantu I, II, I[, IV dan V menyelenggarakan fungsi;
a. penyiapan baian perumusal kebijakan teknis bida-ng pembinaan

dal pengawasal;
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b. pelaksanaan program pembinaan da-rl pengawasan terhadap
pelaksanaan umsan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah;

c. pengoordinasian dan pelaksanaaa pembinaan dan pengawasar
terhadap pelaksanaan umsan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah;

d. pelaksalaal pengusulan program pembinaar dan pengawasan
peLaksanaan tugas pembartuan oleh Perangkat Daerah;

e. pengoordinasian dan p€laksaflaan pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;

f. pelaksanaan pengusulan, pengoordinasian dan pelaksanaan
pembinaan dan pengawasal lainnya sesuai peraturan perundang-
rmdargan yarg berlaku;

g. pelaksanaan pengusulan, pengoordinasian dan pelaksanaan
pendampingan dan asistensi;

h. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian, penelaahan dan
klarifrkasi hal-hal yang berkaitan dengan tugas pengawasan darr
kasus pengaduan;dan

i. pelaksanaan tugas kedinasar lain yang diberikan oleh lnspektur
sesuai dengan tugas dar fungsi.

Pasal 17

(1) Inspektur Pembantu I, II, III,IV dan V masing-masing membawahi
jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

(2) Jabatan Fungsional yang melaksanal<an fungsi pengawasan
sobagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jabatan Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Jabatan Fungsional
Auditor.

(3) Jabatan Ft-rngsional yarrg melaksanakan fungsi pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan (2) bertanggung jawab
kepada Inspektur Pembantu yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Jabatan Ff:ngsiona-l

Pasa.l 18

(1) Pejabat Fungsional berkedudukaa
fungsional pada Inspektorat.

sebagai pelalsana teknis

(2) Pejabat 
_ 
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukan di bawa_h dan bertanggung jawab iecara langsung
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat Administrator,
atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitar dengan
pelaksanaan tugas Jabatan FUngsional.

(3) Kedudukan Pejabat Fungsionat sebagaimana dimal<sud pada ayat
(2) ditetapkan dalam preta jabatar beldasarkan analisis iusas darl
fungsi unit keda, analisis jabatan, dan anali6i6 beb; keda
dilalsalakan sesuai ketentuan peraturan perundarg-undanga:r.
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(4) Jenis darr jenjaJrg Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur sesuai ketentuan peratu-ran perundang-undangan.

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 19

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan
Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, Pejabat
Fungsional yang melaksanakan fr.rngsi pengawasan dan Jabatan
Fungsional selain yalg melaksanakan fungsi pengawasal pada
Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh
Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasa.l 20

Pasal 21

Inspelitur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, Pejabat
Fungsional yang mela}sanakan fungsi pengawasan dar Jabatan
Fungsional selain yang melaksanakan fungsi pengawasan pada
Inspektorat dalam metaksanakan tugasnya memperhatikal prinsip-
prirsip manajemen yang meliputi perencanaan, prengorganisasian,
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengaa bidang
tugas masing-masing.

Pasal22

Inspeli.tur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagial, pejabat
Fungsiona.l yang melalsanakan fungsi pengawasan dan Ja6atan
Fungsional _selain yang melaksanakan fungsi pengawasan pada
Inspektorat dalam melaksalakan fugasnya wajib meneiapkan prinsip
koordinasi,, ir_rtegrasi darl sinkronisasi secara vertikld maupun
horizontal baik ke dalam maupun antar satuan orgalisasi datam
lingkulgan Pemerintah Daeral serta instansi Lain sesuai dengan tugas
masrng-[lasrng.

pasal 23

(1) Inspekur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, dan Kepala Subbagiar
bertarggung 

- 
jawab dalam memimpin, mengoorilinasikan ian

memberikm bimbingan serta petunjui-petuniu[ Uagi pelaksanaan
fugas oawanan masrng-masrng.
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(2) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, dan Kepala Subbagial
wajib mengikuti dar mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung
jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan
tepat waldu.

(3) Dalam menyampaikan laporaa masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi
lain yarg secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Setiap lapora-n yang diterima oleh Inspektur, Sekretaris, dan Kepala
Subbagian dari bawahan dapat diolah dan dipergunakal sebagai
baharl peny.usunan Laporan lebih lanjut dar dijadikan bahan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 24

Da.lam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau
kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektorat Kabupaten
melaksanakaa fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
tanpa menunggu penugasan dari Bupati atau Gubemur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat.

Pasal 25

(1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b dan c terdapat indikasi penyalahgunaan
wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah,
Inspektur Kabupaten wajib melaporkan kepada Gubemur sebagai
waki.t Pemerintah Pusat.

(2) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi
kepada lnspektorat Kabupaten dalam menangani laporan indikasi
penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan
negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelal<sanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melibatkan lembaga yang melaksala&an tugas dan fungsi
pengawasan intem Pemerintah.

BAB V

KEPEGAWAIAN

pasal 26

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai
ketentuar peraturan perundang-undangan.

Pasai 27

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepa.ta Subbagian, Jabatan
Fungsional yang melaksana_kar fungsi pengawasal dan Jabatal
Fungsiona.l selain yang melaksonakan fungsi pengawasan di
lingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan oi:h lejabat yang
Derwenang sesuat ketentual peraturan perundang-undangan.
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(1) Inspektorat wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis
bebaa kerja.

(2) Penyusunar kebututrarr jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dilakukan untuk
jargka walftu 5 (lima) tahun yang diperinci per I (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan.

Pasal 28

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pasal 30

( seto nol"taouolr

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE.JO
TAHUN 2'2I NOMOR '!2 SERI D NOMOR 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 13 "fall]'jm 2O2L tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, T\tgas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten
Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2O21 Nomor 13
Seri D Nomor t), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mr ai berlaku pada tanggal I Janluari 2022-

Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundaagan
Peraturan Bupati ini dengal,l penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

9i66t"r' kan di Purworejo
pada tanggal 24 S.pt.ob.r 2421

fB PURWOREJO,I
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Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 s.Dt.!b.! 2a2i

I sEKRErARrs r"r*"Jfo N puRwoREro,

n
6 n t t

5 6.
ts

7.

n mt fr
I

? 1 u
n3.

L)

12

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.52&t=9


BAGAIT ORGAIIISASI
INSPEK1ORAT
KABT'PATEIT PURWORE'O

I,\MPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOREEAHUN 2.21
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERIA TATA KERJA INSPEI(TORAT
KABUPATEN PURWOREJO

INSPEKTUR

JABATAN
FUNGSIONAI

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN
PERENCANAAN

SUBBAGIAN
EVALUASI DAN

PELAPORAN

SUBBAGTAN UMUM,
KEPEGAWAIAN DAN

KEUANGAN

INSPEKIUR
PEMBANTU I

INSPEKTUR
PEMBANTU II

INSPEKIUR
PEMBANTU III

INSPEKTUR
PEMBANTU IV

INSPEKTUR
PEMBANTU V

JABATAN FUNGSIONAL
YANG MEI"AKSANAI(AN
FUNGSI PENGAWASAN

JABATAN FUNGSIONAL
YANG MET.AKSANAXAN
FTJNGSI PENGAWASAN

JABATAN FUNGSIONAL
YANG MEIAKSANAKAN
FUNGSI PENGAWASAN

JABATAN FUNGSIONAL
YANG M EI,IKSANAKAN
FUNGSI PENGAWASAN

JABATAN FUNGSIONAL
YANG MEIAKSANAKAN
FUNGSI PENGAWASAN
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